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RINGKASAN

Pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah ditetapkannya iktikad baik sebagai salah
satu indikator yang menentukan berhasil tidaknya mediasi. Mediasi merupakan
salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, dan
memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian
yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini akan memotret
bagaimana efektifitas dan efisiens dalam pelaksanaan prosedur mediasi pada
perkara perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas | A dan
Pengadilan Negeri Kelas | A Tanjungkarang. Hasil penelitian akan dipublikasikan
pada jurnal terindeks scopus/web of science atau jurnal terindeks sinta 2.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Y uridis Normatif dan
Empiris. Hukum Yuridis Normatif dan Empiris yakni sebuah pemahaman
mengenai arti norma (aturan) dan bagaimana akibat pemberlakuan norma hukum
pada praktek pelaksanaan suatu aturan hukum yang berada pada perilaku nyata
yang berada pada lingkungan masyarakat." Perilaku tersebut dapat dianalisis
secara nyata serta merupakan sebuah bukti yang menyatakan bagaimana

kesesuaian perilaku warga dengan ketentuan hukum normatif yang ada.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA dan juga
Pengadilan Negeri kelas |A pada umumnya hakim mewajibkan para pihak
menempuh mediasi sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun
2016. Setelah itu Hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada
para pihak sesuai dengan Pasal 17 Ayat (6) dan (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016
dan berbentuk dalam tertulis serta setelah itu akan ditandatangani oleh para pihak.

Kata Kunci: efektifitas, efisiensi, mediasi, dan perkara perceraian.

! Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), him. 15-16.



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediass merupakan instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigas
(Alternative Dispute Resolution/ADR) yang mempunya dan keuntungan.
Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa
sengketa dapat diselesaikan dengan win-win solution, waktu yang digunakan
tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara
dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikas
yang berlebihan.? Banyaknya penyelesaian perkara melalui Mediasi, dengan

sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.

Sedikitnya jumlah perkara yang digukan ke pengadilan akan memudahkan
pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesenggjaan untuk melambatkan
pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuiji.®
Sedikitnya jumlah perkara yang digjukan ke pengadilan tersebut juga akan
membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat. Medias dapat
kedudukan penting dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Upaya yang bisa dilakukan dalam penyelesaian sengketa, salah satunya adalah
mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator.*
Dalam garan Islam istilah mediasi dikenal dengan istilah ishldh. Ishlah adalah

suatu akad yang menghasilkan perdamaian atau suatu akad dengan maksud untuk

2 Kusumaningrum, Arum, and Benny Riyanto Yunanto. "Efektivitas Mediasi dalam
PerkaraPerceraian di Pengadilan Negeri Semarang." Diponegoro Law Journal 6.1 (2017), him 1

 Ibid, him 2

4 Djulia Herjanara, “Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadilan,
”Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, No. 76, 2013, him 109



mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa®
Dalam praktiknya, salah satu perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama adalah
perkara cerai. Data BKKBN menyebutkan angka perceraian Indonesia tertinggi
se-Asia Pasifik. Dari dua juta pasangan menikah tahun 2010 sgja, 285.184
pasangan bercerai, 70% perceraian itu karena gugat cerai.® Data dari Badan
Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung menyebutkan angka perceraian di
Indonesia terus meningkat drastis, selama tahun 2005-2010 terjadi peningkatan
sebanyak 70%. Dirjen Badilag MA, Wahyu Widiana, mengatakan tingkat
perceraian sejak 2005 terus meningkat di atas 10% setiap tahunnya.”

BPS mencatat jumlah perceraian di Indonesia pada 2021 mencapai 447.743,
dengan rincian 110.400 cerai talak dan 337.343 cerai gugat. Angka ini lebih
tinggi dari dua tahun sebelumnya, yaitu 291.677 pada 2020 dan 493.002 pada
2019. Data yang tersedia dalam laporan tersebut hanya mencakup perceraian
untuk warga yang beragama Islam. BPS menyebutkan, data perceraian ini
diperoleh dari Dirjen Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung.®

Berangkat dari data-data diatas, dimana dikatakan bahwa mediasi merupakan
sdah satu instrumen efektif mengatas masalah penumpukan perkara di
pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungs lembaga pengadilan
dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat

memutus (ajudikatif).’

Bahwa pasca hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma tersebut merupakan peraturan tentang

® Nashruddin Salim, “Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama, ”Jurnal Dua
Bulanan Mimbar Hukum, No. 63, 2004: h. 5.

6 http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritalD=967, diakses tanggal 20/03/2022.

! http://www.republika.co.id/berita/nasional/ umum/12/01/24/lya2yg-angka-perceraian
pasangan-indonesianaik-drastis-70-persen, diakses tanggal 20/03/2022.

® https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah dengan-
angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia, diakses tanggal 20/03/2022.

° Bahrul ‘Ulum, Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Di
Pengadilan Agama Jambi Dan Implikasinya Pada Perkara Cerai Gugat, AL-‘ADALAH Vol. XllI, No. 1,
Juni 2016, him 13.



http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967
http://www.republika.co.id/berita/nasional/
https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah%20dengan-angka-
https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah%20dengan-angka-
https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia

prosedur dalam bermediasi yang baru di Pengadilan yang didalamnya memuat
ketentuan-ketentuan baru dalam pelaksanaan bermediasi, diantaranya bahwa

ketentuan mengenai hakim bersertifikat mediator sebagai pihak yang netral.

B. Rumusan Masalah
Dari penjabaran latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah yaitu:
1. Bagaimana prosedur mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama

Tanjungkarang Kelas | A dan Pengadilan Negeri Kelas | A Tanjungkarang?

2. Bagaimana kefektifitas dan efisiensi mediasi perkara perceraian di Pengadilan
Agama Tanjungkarang Kelas | A dan Pengadilan Negeri Kelas | A

Tanjungkarang?

C. Temuan dan Kontribus Terhadap IImu Pengetahuan

Temuan yang ditargetkan dari pertemuan ini adalah sesuai dengan pelaksanaan
prosedur mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang
Kelas | A dan Pengadilan Negeri Kelas | A Tanjungkarang. Sedangkan kontribusi
bagi ilmu pengetahuan adalah melihat pada efektifitas pelaksanaan dari Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

D. RencanaPublikasi

Jurnal terindeks scopus/web of since atau jurnal nasional yang terindeks Sinta 2



BAB 1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

2.1.1 Pengertian Mediasi

Dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa
digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan
perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar
pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu
keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan
bersama, karena menghasilkan suatu putusan win lose solution, dengan adanya
pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di
pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoaan baru
di antara para pihak yang bersengketa.

Karena proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya
yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar
pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “win-win solution” karena
penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di
antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang
dapat diterimabaik oleh kedua belah pihak.

Keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena
tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan
dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan
Alternative Dispute Resolution (ADR).

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan istilah yang pertama kali
muncul di Negara Amerika Serikat. Konsep ADR merupakan jawaban atas
ketidakpuasan (dissatisfaction) yang muncul di tengah kehidupan masyarakat di
Amerika terhadap system pengadilannya. Ketidakpuasan tersebut muncul karena
penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama



karena adanya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga membutuhkan biaya
yang cukup besar, serta keraguan masyarakat terhadap kemampuan hakim dalam
menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat rumit yang memerlukan
keahlian tertentu untuk menyelesaikannya. Kerumitan tersebut dapat disebabkan
oleh substans kasus yang sarat dengan persoalan ilmiah (scientifically
complicated) atau dapat juga karena banyaknya serta luasnya stake holders yang
harus terlibat.

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui ADR bukanlah sesuatu yang
baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia
dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah.
Di berbagai suku bangsa di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian
musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya sgja di batak
dalam forum runggun adatnya menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan
kekeluargaan, di minang kabau, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang
secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator dalam menyelesaikan
suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.™®

Definis atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasikan unsurunsur esensial
mediasi yaitu: 1) medias merupakan cara penyelesaian sengketa melalui
perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak; 2) para
pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut
mediator; dan 3) mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya
membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat
diterima para pihak (Takdir Rahmadi, 2010). Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefiniskan mediasi  sebagai
kesepakatan tertulis para pihak, sengketa, atau beda pendapat diselesaikan melalui
bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang mediator. Kesepakatan
yang dihasilkan dalam suatu proses medias yang dibuat berbentuk tertulis,
bersifat fina dan mengikat para pihak. Selain itu, juga wajib didaftarkan di
Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sgak
penandatanganan. Kesepakatan tersebut wajib dilaksanakan dalam waktu lama 30
hari sgjak pendaftaran (YLBHI dan PSHK, 2007:38).

10 Bintoro, R. W. (2016). Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan, him. 90



Perceraian terjadi jika sudah ada perkawinan, hal itu karena pada dasarmya
manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sering terjadi
perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan tindakan dan lain
sebagainya yang menyebabkan hubungan menjadi renggang berpotensi dan
menjadi penyebab timbulnya kekerasan, bahkan dalam lingkup yang lebih luas

menjadi bentuk peperangan.

Hal itu juga berlaku pada kehidupan rumah tangga percekcokan dan perbedaan
pendapat antara suami dengan istri dianggap hal yang akan terjadi, ketika
berumah tangga dan menjadikan hubungan suami istri lebih erat lagi jika satu
sama lainnya saling memahami. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagal suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pernikahan memiliki
tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang yang sakinah,
mawaddah wa rahmah, yang berlandaskan keinginan untuk membina rumah
tangga yang rukun dan bahagia serta berkomitmen kuat untuk menjaga dan
membina keutuhan rumah tangga agar terhindar dari kandasnya hubungan rumah

tangga yang berujung pada perceraian. ™

Mediasi pada perkara perdata di Peradilan Umum merupakan proses mediasi
dengan berupaya semaksima mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan
perdamaian antara para pihak. Masyarakat atau justiciabel sangat berkepentingan
akan penyelesaian sengketa yang sederhana dan efisien, baik dari segi waktu
maupun biaya. Pemantapan dan pengetahuan akan pentingnya proses hukum
menganjurkan bagi para pencari keadilan untuk dapat bertindak demi memperoleh
kebenaran sgjati tanpa mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil.
Kesadaran hukum masyarakat dalam konteks ini dapat dilihat dari makin
meningkatnya perkara khususnya perkara perdata yang diterima oleh Pengadilan

n Rezky Lailany dan Muh Sudirman, Efektifitas Mediasi Dalam Kasus perceraian di Pengadilan
Agama Makassar, Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian lImu-ilmu Sosial, Hukum, &
Pengajarannya, Volume XIV Nomor 2, Oktober 2019, him 96.



tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dari tahun ke tahun. Dengan semakin
banyaknya perkara perdata yang digjukan oleh para pihak untuk diperiksa dan
diadili oleh Pengadilan. Akibat dari perkara yang menumpuk di Pengadilan, maka
perkara yang digukan oleh para pihak harus memakan waktu yang lama untuk
dapat diperiksa dan diadili oleh hakim.

2.1.2 Dasar Hukum Medias

Dasar hukum mediasi adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (2)
tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan cara
perdamaian. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian
Sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga
aternatif penyelesaian sengketa. Menurut ketentuan dari Peraturan Mahkamah
Agung bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi
di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2
Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari
Peraturan Mahkamah Agung, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesa No. 2 Tahun 2003 direvis dengan maksud untuk lebih
mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.
Sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 diubah menjadi
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

Ketentuan dalam WIPO Mediation Rules yang berlaku efektif mulai 1 Oktober
1994 menyebutkan bahwa “Mediation agreement means an agreement by the
parties to submit to mediation all or certain disputes which have arisen or which
may arise between them; a Mediation agreement may be in the form of a
mediation clause in a contract or in the form of a separate contract. The mediation
shall be conducted in the manner agreed by the parties. If, and to the extent that,
the parties have not made such agreement, the mediator shall, in accordance with
the rules, determine the manner in which the mediation shall be conducted. Each
party shall cooperate in good faith with the mediator to advance the mediation as

expeditiously as possible”.



Hal yang paling menjadi dasar yang merujuk pada Perma No 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah ditetapkannya iktikad baik sebagai
salah satu determinan dalam menentukan berhasil tidaknya mediasi. Perma ini
tampaknya ingin lebih mendorong kesadaran para pihak berperkara untuk
mengubah pola pikirnya dalam menyelesaikan sengketa dengan mengendepankan
upaya-upaya perdamaian. Ketentuan tersebut tampaknya didasarkan pada
kenyataan bahwa banyak perkara yang dimediasi, terutama di Pengadilan kota-
kota besar yang pihak materil principal-nya tidak pernah datang menghadap
mediator sekalipun telah dipanggil. Padahal dapat diketahui bersama bahwa
medias secara langsung kepada pihak materil jauh lebih maksimal dan
kemungkinan tercapainya suatu perdamaian juga lebih besar. Karena itu, dapat
dipahami mengapa Perma Mediass menekankan pentingnya iktikad baik dari
pihak berperkara dengan ancaman bahwa jika penggugat tidak beriktikad baik,
maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Mediasi secara hukum yaitu merupakan bagian dari litigasi, hakim meminta para
pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara
menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. Medias
Hukum ini sgak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan
negeri di Indonesia, dengan diterbitkannya Surat Edaran K etua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai.Pasal 7 ayat 1 Perma No. 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menekankan kewajiban para pihak
berperkara untuk beriktikad baik selama prosesmediasi. Jikatidak beriktikad baik,
maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Pada dasarnya Pasal 130 Het
Herzeine Indonesish Reglement (HIR), 154 Rechts Reglement Buitengewesten
(Rbg) telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak
melalui perdamaian. Upaya penyelesaian melalui perdamaian jauh lebih efektif
dan efesien, antara lain disebabkan penyelesaian dilakukan secara informal,
diselesaikan oleh para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian pendek, biaya
ringan, tidak terikat pada aturan pembuktian, proses penyelesaian bersifat

konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, hasil yang dituju adalah



sama-sama menang serta bebas dari emosi dan dendam.

Mediasi jelas melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk
suatu lembaga independen) yang bersifat netra dan tidak memihak, yang akan
berfungs sebaga mediator. Sebagal pihak ketiga yang netral, independen, tidak
memihak dan ditunjuk oleh para pihak, mediator berkewajiban untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan keamauan para
pihak. Sebagai pihak di luar perkara, mediator tidak memiliki kewenangan
memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak
yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoaan yang

dipersengketakan.

2.1.3 Teori Efektifitas

Dalam teori efektivitas, dapat didefinisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda

tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini

beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para
ahli sebagai berikut:

3. Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar
(doing the rights things).

4. Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang
diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula.
Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah
kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuanmenyesuaikan diri
dengan lingkungan agar organisasi tetap survive (hidup).

5. Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf,
mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada
pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisienss mengacu kepada sumber daya
yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens
dan Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti
tercapainya sasaran atau tujuan yang tel ah ditentukan sebelumnya.

6. Menurut Supriyono pengertian efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas

merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan
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sasaran yang mesti dicapai, semakin besar konstribusi daripada keluaran yang
dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan
efektif pula unit tersebut”.

. Gibson dkk memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan
pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya
output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisas dan
lingkungannya.

. Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling
menonjol adalah:

a. Keberhasilan program;

b. Keberhasilan sasaran;
c. Kepuasan terhadap program;
d. Tingkat input dan output; dan

e. Pencapaian tujuan menyeluruh.
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BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Y uridis Normatif dan
Empiris. Hukum Yuridis Normatif dan Empiris yakni sebuah pemahaman
mengenai arti norma (aturan) dan bagaimana akibat pemberlakuan norma hukum
pada praktek pelaksanaan suatu aturan hukum yang berada pada perilaku nyata
yang berada pada lingkungan masyarakat.'® Perilaku tersebut dapat dianalisis
secara nyata serta merupakan sebuah bukti yang menyatakan bagaimana
kesesuaian perilaku warga dengan ketentuan hukum normatif yang telah ada.
Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa metode penelitian hukum normatif dapat
diartikan sebagal suatu metode penelitian yang didasari oleh aturan-aturan
perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan
(vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).*®
Penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.
Pengertian dari yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan penelitian yang
bersumber pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
Penelitian hukum normatif biasanya juga disebut sebagai penelitian hukum
doktriner atau studi dokumen yang hanya ditujukkan kepada peraturan-peraturan
tertulis atau bahan hukum lainnya. Dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan
hukum lainnya tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana pemberlakuan
peraturan tersebut di sekitar lingkungan masyarakat yang kemudian untuk
menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan pengolahan data kualitatif.*®
Data yang dipakai pertama oleh penulis yakni bersumber dari bahan hukum
primer, yang mana data tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan
yang mempunyai keterkaitan dengan topik permasalahan pada penelitian ini dan
memiliki kekuatan yang bersifat mengikat pada lingkungan masyarakat. Bahan

2 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
him. 15-16.

3 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llImu Hukum. (Jakarta: Kencana, 2008), him. 23.

" Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja, 2003), him. 32.

> Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia
Press, 1986), him. 130.
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hukum sekunder yakni bahan-bahan hukum yang didalamnya terdapat penjelasan
mengenal bahan hukum primer.

3.2 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

A. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara akan dilakukan dengan bertanya

secara langsung kepada pekerja yang berada dalam instansi sesuai dengan judul

yang akan dibahas dalam laporan serta melakukan pengamatan data secara
langsung melalui rekap data yang dimiliki oleh instansi.

B. Pencatatan Data

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah

penelitian hukum normatif. Sumber data dalam penelitian menggunakan sumber

data sekunder yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudens,
dokumen hukum, buku literatur hukum dan bahan hukum tertulis lainnya. Data
sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang memiliki
keterkaitan dengan penelitian serta berupa rekapitulasi putusan perkara yang
dijadikan data oleh penulis yakni :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b) Kompilasi Hukum Islam;

¢) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
d) Peraturan Mahkamah Agung

€) Putusan Pengadilan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu dalam
menganalisis serta berguna dalam rangka pemahaman untuk bahan hukum
primer, seperti buku, artikel, karya tulis, dan jurnal yang selaras dengan topik
laporan akhir untuk melengkapi penelitian laporan akhir.
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3.3 Prosedur Pendlitian

Penélitian sebelumnya
dalam ruang lingkup
keperdataan

(perkawinan, wasiat dil)

Anggota Peneliti 1 adalah ahli
hukum perdata, pengalaman cukup
banyak terkait perkawinan dan
mediasi di pengadilan negeri.

dan

Anggota Peneliti 2 adalah Sarjana
Hukum Islam yang memahami
prosedur mediasi di Pengadilan

Asama.
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Memotret efektifitas dan
efisiensi prosedurdan
praktik mediasi perkara
perceraian antara
Pengadilan Agama
Tanjungkarang Kelas | A dan
Pengadilan Negeri Kelas | A




3.4 Tahapan Penelitian

| K egiatan |

Tahap 1

Identifikasi  peraturan
perundang-undangan
terkait prosedur
mediasi di Peradilan
Agama dan Peradilan
Umum.

Tahap 2
Penelitian lapangan

Mengumpulkan data
lapangan tentang
prosedur dan praktik
mediasi di Pengadilan
Agama Keas 1A
Tanjungkarang  dan
Pengadilan Negeri
Tanjungkarang Kelas
IA

I ndikator

Iventarisas

Peraturan perundang-
undangan terkait
prosedur mediasi di
Peradilan Agama dan
peradilan Umum

Iventarisasi  efektifitas
dan efesiensi prosedur
dan praktik medias di
Pengadilan Agama
Kelas 1A
Tanjungkarang dan
Pengadilan Negeri
Tanjungkarang Kelas
IA

Hasll

Teriventarisirnya
peraturan
perundang-undangan
prosedur mediasi di
Peradilan Agama
dan peradilan Umum

Tahap 3
Andlisis

Andisis atas efektifitas
dan efesiensi prosedur &
praktik ~ medias di
Pengadilan Agama Kelas
1A Tanjungkarang dan
Pengadilan Negeri
Tanjungkarang Kelas 1A

Matrik efektifitas dan
efesiens prosedur &
praktik medias di
Pengadilan  Agama
Kelas 1A
Tanjungkarang  dan
Pengadilan Negeri
Tanjungkarang Kelas
1A

Penyagjian hasil
penelitian  dalam
laporan dan draf
jurnal

Tahap 4
Publikas hasil pendlitian
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3.5 Lokas Penditian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Tanjungkarang

Kelas | A DanPengadilan Negeri Kelas| A Tanjungkarang Provinsi

Lampung.

3.6 Tabulas pembagian tugas

No

Nama

Peran/Tanggung jawab

Dwi Pujo Prayitno, SH.,
M.H.
(Ketua)

. Mengkoordinasikan penelitian.

. Komunikasi dengan mitra.

. Meéelaksanakan penelitian lapangan.

. Mengawal target TKT.

2 | Dewi Septiana, S.H., M.H. 1. Mitradiskus dalam pencapaian tujuan
(anggota 1) penelitian.
. Mélaksanakan penelitian lapangan.
. Mengawal target TKT.
. Membuat Iaporan keuangan.
3 | Siti Khoiriah, S.H.I, M.H. 1. Melaksanakan penelitian lapangan
(anggota 2) . Menuliskan draf jurna
. Membuat laporan penelitian
4 | Nabil El Rosyad . Menyiapkan rincian penggunaan anggaran
(mahasiswa 1) penelitian.
. Mendliti penggunaan anggaran.
. Mengikuti penelitian ke lapangan.
5 | Luzman Qashmal . Menyiapkan administrasi penelitian.
(mahasiswa 2)

. Mendokumentasikan kegiatan penelitian.

. Mengikuti penelitian ke lapangan.
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3.7 Jadwal Pendlitian

Z
(@]

JenisKegiatan

Bulan ke

Persiapan/administrasi penelitian

Pengumpulan bahan hukum

Penelitian lapang/pengumpulan data

Analisisdata

Menulis draf paper

Pembuatan draf |aporan

Mengikuti seminar/konferensi internasional

0| N| O O M W N|

Final report

17




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Prosedur mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama
Tanjungkarang Kelas | A dan Pengadilan Negeri Kelas | A

Tanjungkarang

Dari penjelasan yang sudah dibahas pada Bab Tinjauan Pustaka mengenai
pengertian singkat prosedur mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama
Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A
memiliki persamaan serta perbedaan yang signifikan. Pada Pasal 4 Bagian Kedua
tentang Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi. Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara
perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara
(partij verzet)) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan
pernyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung ini.”

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ialah
salah satu faktor dari sekian banyak faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas
di dalam perkara untuk melaksanakan mediasi di Pengadilan, baik itu Pengadilan
Agama maupun Pengadilan Negeri. Adanya Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 menyebabkan terjadinya
perubahan praktek peradilan secara fundamental di Indonesia. Sebagal upaya
untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersangkutan, mediasi tentu penting dalam
berproses perkara ini serta harus dilakukan sebelum perkara tersebut diperiksa
oleh pihak yang terkait.
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Upaya perdamaian bukan sebuah formalitas semata, akan tetapi dilakukannya
mediasi dengan benar adanya agar permasalahan yang tengah dihadapi oleh
pihak-pihak dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan menemukan akhir dari
permasalahan. PERMA RI Tahun 2016 wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan

berproses di dalam lingkungan peradilan negeri dan agama.*®

Mediasi sebagai proses sebelum perkara mendapatkan putusan menjadi jembatan
bagi kedua belah pihak yang tidak mendapatkan titik terang permasalahan dan
medias ialah solusi terbaik. Dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Medias di Pengadilan tentu saja ada kekuatan hukum yang mengingat
dan daya paksa bagi masyarakat. Terdapat di dalam Landasan Yuridis PERMA
RI Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui
keberadaannya dan mempunya kekuatan hukum mengikat. PERMA ialah
pelengkap di dalam oeraturan perundang-undangan yang ada hingga bertujuan
mengisi sebuah kekosongan di dalam hukum. Penerbitan PERMA tidak

bertentangan dengan hukum serta aturan perundang-undangan.

Dalamn mediasi juga keberhasilan yang diraih dari efektivitas pelaksanaan
berpatokan pada profesionalitas hakim selaku meriator dalam melaksanakan
proses mediasi. Tidak sembarang Hakim yang dapat menjadi Hakim Mediator.
Hakim mediator tentunya harus memenuhi syarat, yaitu keahlian di bidang hukum
formil dan materiil, dan juga keahlian di bidang psikologi. Selain itu, Hakim
Mediator juga harus ada sertifikat pendukung, dan adanya substansi hukum atau
sebuah peraturan yang tentunya jelas serta terperinci dalam mengupayakan
perdamaian kedua belah pihak dengan sungguh-sungguh.

Angka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA dan juga
Pengadilan Negeri kelas IA cenderung tinggi. Jika dilihat dari tahun-ketahun,
angka perceraian semakin meningkat. Banyak faktor yang menyebabkan sebuah
pernikahan akhirnya putus.

'® Komariah, 2012, Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan
Medias di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Medias di
Pengadilan Negeri, Jurnal [Imiah Hukum LEGALITYUMM, Voal. 20, No. 2, hal. 39.
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Dalam hasil penelitian, mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung
Karang kelas |A dan juga Pengadilan Negeri kelas 1A tentu ada yang berhasil dan
tentu juga ada yang gaga. Keberhasilan atau kegagalan dalam mediasi sangat
dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung serta juga penghambat selama proses
mediasi.

4.2 Proses Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dan
Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas1A

Proses mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA dan juga
Pengadilan Negeri kelas IA pada umumnya hakim mewajibkan para pihak
menempuh mediasi sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun
2016. Setelah itu Hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada
para pihak sesuai dengan Pasal 17 Ayat (6) dan (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016
dan berbentuk dalam tertulis serta setelah itu akan ditandatangani oleh para pihak.
Hakim juga mewsgjibkan memilih mediator pada hari itu juga
atau paling lama dua hari Pasa 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Para pihak
menyampaikan piihan kepada hakim pemeriksa perkara. Kemudian akan ditunjuk
mediator oleh Ketua Majelis melalui surat Para pihak/penggugat atau pemohon
akan didaftarkan di sekretariat mediasi dan dikenai jasa sesua dengan
kesepakatan. Pada hari itu juga diadakan pertemuan dengan mediator dengan para
pihak yang bersengketa utamanya pihak prinsipal. Proses mediasi dilakukan
selama 30 hari sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016
dan dapat juga diperpanjang dengan waktu 30 hari.

Apabila penggugat tidak hadir di dalam mediasi setelah dipanggil dua kali secara
berturut-turut tanpa alasan yang konkrit, mediasi dinyatakan tidak terlaksana dan
tidak dikatakan gagal dikarenakan secara factua tidak ada kegiatan mediasi
karena penggugat atau kuasanya tidak hadir. Sedangkan jika tergugat tidak hadir
di dalam medasi dipanggil 1 kali lagi jika medias berikutnya tidak hadir, maka
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tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dan wajib membayar biaya mediasi.'’

Akan tetapi penggugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak juga menyuruh
kuasanya maka gugatan dianggap gugur sedangkan jika tergugat hanya seorang
dan dan tidak hadir dalam persidangan pertama setelah dipanggil secara patut,
maka Hakim boleh langsung memutuskan putusan verstek atau menunda sidang
untuk memanggil satu kali lagi sesuai dengan Pasal 126 HIR/150 RBg yang
berbunyi :

“Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang
ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,
maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek),
kecuali kalau nyatabagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak

atau tiada beralasan”.

Proses mediasi, mediator yang ditunjuk menentukan hari dan tanggal pertemuan
mediasi, dan apabila mediasi dilakukan di gedung Pengadilan Agama maka
mediator melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita
pengganti.*®

4.2.1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Medias

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki
kekuatan yang mengikat dan memiliki daya paksa para pihak yang berperkara di
pengadilan, karena bila tidak melaksanakan medias maka putusan pengadilan
menjadi batal demi hukum. Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan
harus diupayakan perdamaian atau mediasi. Mediasi akan menjebatani para pihak

dalam menyelesaian masalah yang buntu agar mencapai atau memperoleh solusi

" Abdurrahman Konoras, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di
Pengadilan, Depok, Rajagrafindo Persada, 2017, him.50

| MadeSukadan,Medias Peradilan (Medias dalam Sstem Peradilan Perdata
Indonesia dalam rangka mewujudkan proses Peradilan yang Sederhana, Cepat,dan Biaya yang
Ringan),Jakarta,Prestasi Pustaka,2012.
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terbaik kepada meraka.™

A. Kualifikasi Mediator
Mediator memiliki peran penting dalam keberhasilan sebuah mediasi. Untuk itu
mereka harus memiliki kemampuan dalam melakukan proses mediasi dengan
berjaan lancar sesua dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.?®

Pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Sertifikat Mediator dan
Akreditas Lembaga (selanjutnya disebut SMAL) bahwa setiap mediator wajib
memiliki sertifikat mediator yang diperoleh mengikuti dan dinyatakan lulus dalam
pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau
lembaga yang telah memperoleh Akrediasi Mahkamah Agung.

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat
mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong
terjadinya perdamaian. Untuk itu, seorang mediator harus memiliki kemampuan
sebagai indicator keberhasilan mediasi. Serta butuh kejelian dalam mengungkap
permasalahan antar dua belah pihak dan kebijaksanaan seorang mediator saat
memebrikan solusi, sehingga kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah
yang tengah di hadapi dengan baik.

B. Fasilitasdan Sarana

Daam mediasi, dibutuhkan sarana serta fasilitas yang memenuhi syarat dalam
prosesnya. Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan Negeri
Tanjung Karang Kelas IA memiliki ruang untuk mediasi. Faslitas yang
dibutuhkan saat mediasi harus terpenuhi dengan ruangan yang ditempati nyaman

sehingga proses penyel esaian masalah dapat berjalan dengan lancar.

C. Kepatuhan Masyarakat

Y ooekidjo,  Faktor-Faktor ~ Yang ~ Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,
Jakarta,Rajawali,2008 him 31
20 Jurnal, Karmuji ,Ummul Qura Vol VII, No.1 Maret 2016

22



Dalam hal ini, masyarakat atau dapat disebut pihak-pihak yang terlibat harus

memiliki sikap dan perilaku sesua dengan proses yang akan dilaksanakan.

Beberapa sikap dan perilaku di bawah ini ialah yang sering ditemukan saat tengah

menjalani proses mediasi:

1. Sering tidak datang salah satu pihak saat pelaksanaan mediasi

2. Salah satu pihak seringkali atau keduanya sama-sama merasa benar. Sikap
egoisini sering muncul dalam diri masing-masing pihak

3. Komunikas antar pihak telah lama putus. Permasalahan yang berlarut-larut
hingga menyebabkan kedua belah pihak tidak ada itikad baik untuk berdamai
seperti adanya pihak ketiga

4. Para pihak juga ada yang kooperatif, namun sikap tersebut dilakukan agar
proses mediasi cepat selesal hingga dapat melanjutkan ke proses selanjutnya.
Mediasi dianggap sebagai formalitas sgja.

D. Itikad Baik Para Pihak

Saat mediasi berlangsung, seorang mediator sebagai penengah yang berusaha
mendamaikan para pihak. Akan tetapi, sebaik apapun usaha yang dilakukan
seorang mediator untuk emndamaikan tidak akan berjalan lancar atau berhasil jika
tidak adanya itikad baik para pihak pemohon/penggugat untuk berdamai dan

menerima termohon/tergugat untuk tetap mempertahankan pernikahan.

Sementara itu, ada beberapa faktor penghambat dalam keberhasilan medias

sebagal berikut.

a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai
Saat menjalani mediasi sering terjadi salah stau pihak atau keduanya sama-
sama bersikeras untuk bercerai. Kedatangan mereka ke pengadilan biasanya
terjadi akibat tidak menemukan titik terang perdamaian yang dilakukan oleh
pihak keluarga sehingga menyulitkan mediator untuk melakukan perdamaian.

b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit

Konflik yang sering terjadi diantara kedua belah pihak sangat rumit. Saat
dilakukannya mediasi, kedua belah pihak masih dibaluti emos sehingga para
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pihak tidak bisa menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa
paling benar. Bahkan banyak terjadi pihak pemohon/penggugat sudah tidak
dapat memaafkan termohon/tergugat.

c. Faktor Psikologis atau Kejiwaan
Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan tentu sgja seringkali
memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinan sehingga

tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinan.

d. Adanyarasamalu untuk mengalah
Rasa gengsi yang besar yang dimiliki oleh kedua belah pihak tentu menjadi
penghambat dalam melakukan mediasi sehingga para pihak tidak berkeinginan
dalam mencapai perdamaian. Hal ini cukup membuat Hakim sulit dalam
mel akukan proses perdamaian.

4.2.2. Tingkat Keberhasilan Medias
Untuk menentukan tingkat keberhasilan atau tidaknya dalam melakukan mediasi

bisa dilihat dari dua segi, segi pengguna serta hasilnya. Segi pengguna ialah
mediasi selain berfungs untiuk mendamaikan kedua belah pihak dengan harapan
gugatan para pihak dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan
para pihak dengan baik, serta meminimalisir pertengkaran yang mungkin saja
dapat terjadi di antara kedua belah pihak.

Dalam keberhasilan mediasi dari segi penggunaan, mediasi sudah baik digunakan
dalam lingkup Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Negeri
Tanjung Karang. Sementara itu dari segi hasil, mediasi belum bisa memberikan
hasil yang baik jika dilihat dari tingkat keberhasilan dalam mengupayakan
perdamaian, dikarenakan itikad baik dan kepatuhan dari kedua pihak yang
berperkaratidak ada dan merekatetap memilih perceraian sebagai solusinya.

Seiring dengan itu, ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Pengadilan
Negeri Tanjung Karang kelas |A dan Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A
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dalam penyelesaian perkara perceraian®:

1. Memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan dalam
menyelesaikan perkara tentang manfaat dan keutamaan dalam mediasi. Pada
persidangan pertama, majelis hakim harus memeriksa perkara wajib dan
memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak mengenai pemberlakuan
PERMA NOMOR 1 Tahun 2016, majelis hakim menekankan tentang kedua
belah pihak harus menjalani mediasi lebih dulu dalam menyelesaikan perkara
sebelum melanjutkan ke persidangan.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa semua
sengketa perdata yang digjukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan
(verzet) atau putusan verstek dan perlawanan pihak pertama (partijverzet) atau
pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap, wajib terdahulu diupayakan dahulu penyelesaian
sengketa melaui mediasi, kecuali ditentuakanlain berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung.

3. Menyediakan ruang mediasi dengan menatanya sebaik mungkin. Pengadilan
tentu berharap jika penataan yang dilakukan secara maksimal tentu
menimbulkan rasa nyaman di antara kedua belah pihak yang berperkara.
Selain itu juga disediakannya papan beriskan nama-nama hakim yang
berperan sebaga mediator di ruang tunggu pengadilan lengkap dengan
identitas dan latar belakang pendidikan sehingga memudahkan kedua belah
pihak berperkara untuk memilih hakim mediasi.

2 Syuku Sarmin, Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia,Surakarta,Juanda Press, 2017 him 46
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh

peneliti,dapat disimpulkan bahwa:

1. Pihak yang melakukan mediasi disebut mediator dengan dibuktikan oleh
sertifikat mediator. Seorang hakim juga berhak dan untuk menjadi mediator
dalam mengupayakan perdamaian antar kedua belah pihak sepanjang
jalannya persidangan.

2. Pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dan
Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak begitu efektif dalam menurunkan
angka perceraian secara signifikan di Kota Bandar Lampung. Namun,
pelaksanaan mediasi cukup efisien dalam proses penyelesaian perkara
perceraian karena mempersingkat waktu penyelesaian perkara serta mampu
merukunkan kembali pasangan suami isteri yang hendak bercerai.

3. Medias merupakan sebuah hal yang wajib dilakukan dalam penyelesaian
perkara perdata termasuk kasus perceraian yang digjukan oleh pihak suami
mapun isteri selama pihak tergugat atau termohon hadir dalam proses
persidangan.

4. Penyebab proses mediasi gagal atau tidak dilakukan yakni karena tidak
hadirnya tergugat atau termohon selama proses persidangan berlangsung
padahal ia sudah dipanggil secara layak dan patut, maupun keinginan dari
kedua belah pihak suami dan isteri untuk sepakat bercerai.

5. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila mediasi tersebut berhasil ialah para
penggugat dan tergugat akan mencabut perkaranya karena damai serta
disaksikan oleh hakim.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan

sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

26



1. Kepada masyarakat, apabila keadaan tidak begitu memaksa untuk
mengajukan gugatan perceraia, lebih baik tetaplah berada pada ikatan
perkawinan sebagaimana yang sah secara hukum negara dan hukum Islam.

2. Pertimbangkanlah untuk menyelesaikan perkara secara medias agar
perkara lebih cepat selesai dan biaya yang dikeluarkan tidak begitu
banyak.

3. Kepada mediator dan hakim non mediator, selalu utamakan untuk

mel akukan upaya mediasi selama proses persidangan berlangsung.
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